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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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                     P  U  T  U  S 
A  N 
                                  NOMOR  :   48/G/20 11/PTUN-
JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan   sengke ta  Tata  Usaha  Negara  pada  

Perad i l an  t i ngka t  per tama,  yang  dipe r i k sa  dengan  Acara  

Pemer iksaan  Biasa  te lah  menja tuhkan  Putusan  seper t i  

te rsebu t  d ibawah in i  ,  da lam perkara  anta ra  :

IR.  ANANG ROSADI ADENANSI BIN H.  ANANG ADENANSI,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,   peker j aan  Swasta ,   ber tempat  

t i ngga l  di  Ja lan  Jaf r i  Zam – zam Nomor  07  Rt .  

38  Kelu rahan  Bel i t ung  Sela tan ,  Kecamatan  

Banja rmas in  Bara t  Kota  Banja rmas in ,  

se lan ju t nya  

disebu t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PENGGUGAT;

M E L A W A N

MENTERI  DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA,  berkedudukan  di  Ja lan  

Merdeka  Utara ,  Jakar ta  Pusat ,  dalam  hal  in i  

menguasakan  kepada  :

PROF.  DR.  ZUDAN ARIF  FAKRULLOH,  SH,  MH: 

Pl t .  Kepala  Bi ro   Hukum  Mendagr i ;  

ERMA WAHYUNI,  SH,  M.  Si :  Kepala  Bagian  

Penye lesa ian  Sengketa  dan  Bantuan  Hukum 

pada Bi ro   Hukum Mendagr i  ;     

HENRI  FIRDAUS,  SH :  Kepala  Subdi t  Kawasan 

Halaman  1 dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Per tanahan  dan  Kawasan  Khusus  pada  

Di t j en  Pemer in tahan  Umum Mendagr i  ;

 S.  ADITYA WIJAYA,  SH:   Kasubbag  Wi layah  I  

pada Bi ro  Hukum Mendagr i  ;  

SYELLI  NILA  KRESNA,  SH :   Sta f  Subbag 

Wilayah  I   pada Bi ro  Hukum Mendagr i ;  

WAHYU CHANDRA,  SH,  MH :   Sta f  Subbag  

Wilayah  I I I  pada Bi ro  Hukum Mendagr i  ;  

Berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  nomor  :  

183/1233 /SJ  te r t angga l  05  Apr i l  2011,  

se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TERGUGAT;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  te r sebu t ,  

Telah  membaca  Sura t  gugatan  Penggugat  te r t angga l  10  Maret  

2011 yang  d ida f t a r kan  pada  kepan i t e r aan  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  Jakar ta  tangga l  10 Maret  2011,  da lam perkara  

Nomor  :  48/G/20 11/PTUN- JKT. ,dan  te l ah  dipe rba i k i  pada  

Pemer iksaan  Pers iapan  pada tangga l   11 Apr i l  2011;  - - - -

Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar t a   Nomor  :  48/PEN- DIS/20 11/  PTUN-JKT  tangga l  17 

Maret  2011,  bahwa  perkara  te rsebu t  lo l os  dismissa l  

berdasarkan  pasa l  62  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a  Nomor  :  48/PEN/20 11/PTUN- JKT  tangga l  17  Maret  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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2011,  ten tang  Penunjukan  susunan  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan memutus  perkar 1a in i ;  - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  48/PEN- HS/20 11/PTUN- JKT,  

te r t angga l  17  Maret  2011 ten tang  Penetapan  Har i  

Sidang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  dan  memer iksa  bukt i - bukt i  te r t u l i s  yang  

dia jukan  oleh  para  pihak  yang  berperka ra  dipe rs i dangan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  kete rangan  para  pihak  yang  berperka ra  

dipe rs i dangan ;  - - - -

Telah  membaca Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan Ber i t a  

Acara  Pers idangan  dalam  perkara  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang,  bahwa dalam sura t  gugatannya  te r t angga l  10 

Maret  2011 yang  d ida f t a r kan  d i  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  10  Maret  2011 d ibawah 

Regis te r  Perkara  Nomor  :  48/G/20 11/PTUN- JKT.  dan  te l ah  

dipe rba i k i  pada  tahap  pemer iksaan  pers i apan  tangga l  11 

Apr i l  2011,  Penggugat  mengemukakan  ha l - ha l  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  3 dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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OBJEK SENGKETA

Bahwa  yang  menjad i  ob jek  dar i  gugatan  in i   ada lah  sura t  

keputusan  yang  dike lua rkan  oleh  Tergugat  

berupa   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Republ i k  Indones ia  

No.15 /DJA/1987  tangga l  28  Pebruar i  1987   ten tang  

Pembata lan  648  Ser t i p i k a t  Hak  Atas  Tanah  ,  Ter le t ak  di  

Kecamatan  Bat i - Bat i ,  Pela iha r i ,  Jorong  dan  Tak isung ,  

Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Tanah  Laut ,    Prop ins i  Daerah  

Tingka t   I   Kal imantan  Sela tan ,   sepan jang   mengenai  

pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  atas  nama ANANG ADENANSI  

yakn i   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k   (SHM)  no.31    Gambar  Si tuas i  

no.140 /1979   luas   130.909  M2,   tangga l  d i te rb i t k an  

Ser t i p i k a t    21  Desember  1979  tanah  te r l e t a k   d i   Desa  

Tambang  Ulang  Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  

Prop ins i  Kal iman tan  Sela tan  atas     nama  ANANG 

ADENANSI ,   dengan ukuran  dan batas - batas :

  -  sebe lah  Utara    berba tas   dengan   Ja lan  Banja rmas in  

– Pela iha r i

  -  sebe lah   Sela tan  berba tas  dengan  tanah  Anang  

Adenans i .

  -  sebe lah  Timur  berba tas  dengan tanah   Simpo.

  -  sebe lah  Bara t  berba tas  dengan tanah  Ar i f i n  Sur ian to .

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  (SHM)  no.34    Gambar  Si tuas i  

no.143 /1979   luas   100.808   M2,   tangga l  d i te rb i t k an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Ser t i p i k a t    21 Desember  1979,   tanah  te r l e t a k   d i   Desa  

Tambang  Ulang  Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  

Prop ins i  Kal iman tan  Sela tan   atas     nama ANANG ADENANSI 

,   dengan  ukuran  dan batas - batas :

  -  sebe lah  Utara  berba tas  dengan  tanah  Anang Adenans i .

  -  sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan tanah  H.  Si rad

        -  sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah  Simpo.

        -  sebe lah   Bara t  berba tas  dengan  tanah  Haj i  

Masi tah .

c.  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  (SHM)  no.69    Gambar  Si tuas i  

no.153 /1979   luas   100.000   M2,   tangga l  d i t e r b i t k an  

Ser t i p i k a t    21 Desember  1979,  tanah  te r l e t a k   d i   Desa  

Tambang  Ulang  Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  

Prop ins i  Kal iman tan  Sela tan   atas     nama  ANANG 

ADENANSI ,   dengan ukuran  dan batas - batas :

  -  sebe lah  Utara  berba tas  dengan tanah  M. Sabi r i n  

         -  sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan tanah  Ishak .

         -  sebe lah  Timur  berba tas  dengan tanah   Maspah

         -  sebe lah   Bara t  berba tas  dengan tanah  Surya .

DASAR ALASAN GUGATAN :

1.  Bahwa  Penggugat   mengetahu i    adanya  keputusan  

Tergugat   pada  tangga l     10   Januar i  2011   sura t  

te rsebu t  d i t e r ima  oleh   M. FIRMANSYAH  dan DRS.  H.  MISRI  

SYARKAWI ,   i s i  sura t    berupa  sura t  pember i t ahuan   dar i  

Kepala  Kantor  Per tanahan  Kabupaten  Tanah  Laut   yang  

di tu j ukan  kepada  Penggugat   No.  18/100 .2 / I / 2 011 ,  

per i ha l  Mohon  Pengecekan,  d ibua t   tangga l      Januar i  

2011,   dan  Penggugat   mengajukan  gugatan    pada  tangga l  

Halaman  5 dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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10 Maret    2011 ,   dengan  demik ian   gugatan  in i  d ia j ukan  

masih  da lam  tenggang  waktu   sesua i  dengan  keten tuan  

pasa l  55  UU no.5  tahun  1986   ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara   jo .  UU no.9  tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Atas  Undang- undang  no.5  tahun  1986  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha ;  - - - - - -

2. Bahwa   Penggugat  ada lah  sa lah  satu   ah l i  war i s  dar i  

(a lm)  H.  ANANG ADENANSI,   te lah  meningga l  dun ia  pada  

tangga l   13 Nopember  1992,    adapun      susunan     ah l i  

war i s  dar i   (a lm)  H.  ANANG ADENANSI  adalah  :

1.   HJ.  NOORHAYATI  b in t i   H.  A.RASYIDI    ( i s t e r i )

2.   IR .  ANANG ROSADI bin  H.  ANANG ADENANSI  (anak)

3.   ANANG WAHYUDI b in  H.ANANG ADENANSI   (anak)

Susunan  ahl i  war i s   te rsebu t   d i  dapat  dar i   Putusan  

Pengad i l an  Agama Banja rmas in   tangga l   05  Januar i  2008  

no.197 /PDT.P/2007 /PA.BJM;  - - - - - - - - -

3. Bahwa   se la i n  meningga lkan  ahl i  war i s  (a lm)  H.  ANANG 

ADENANSI juga   meningga lkan  har ta  pen ingga lan   berupa   3 

( t i ga )  b idang  tanah  ya i t u  :

Sebidang  tanah  te r l e t a k  di   Desa Tambang Ulang  Kecamatan  

Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  Prop ins i  Kal iman tan  

Sela tan ,   berdasarkan   Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  (SHM)  

no.31    Gambar  Si tuas i  no.140 /1979   luas   130.909  M2,  

tangga l  d i t e rb i t k an  Ser t i p i k a t    21  Desember  1979  

atas     nama ANANG ADENANSI   ,   dengan  ukuran  dan  

batas - batas :

-  sebe lah  Utara    berba tas   dengan   Ja lan  Banja rmas in  

– Pela iha r i

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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-  sebe lah   Sela tan  berba tas  dengan  tanah  Anang  

Adenans i .

-  sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah   Simpo.

-  sebe lah  Bara t  berba tas  dengan  tanah  Ar i f i n  Sur ian to .

Sebidang  tanah    te r l e t a k  di   Desa  Tambang  Ulang  

Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  Prop ins i  

Kal imantan  Sela tan ,   berdasarkan   Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  

(SHM)  no.34    Gambar  Si tuas i  no.143 /1979   luas  

100.808   M2,   tangga l  d i te r b i t k an  Ser t i p i k a t    21  

Desember  1979   atas     nama ANANG ADENANSI  ,   dengan  

ukuran  dan batas - batas :

-  sebe lah  Utara  berba tas  dengan  tanah  Anang Adenans i .

-  sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan tanah  H.  Si rad

-  sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah  Simpo.

-  sebe lah   Bara t  berba tas  dengan tanah  Haj i  Masi tah

Sebidang  tanah    te r l e t a k  di   Desa  Tambang  Ulang  

Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  Prop ins i  

Kal imantan  Sela tan ,   berdasarkan   Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  

(SHM)  no.69    Gambar  Si tuas i  no.153 /1979   luas  

100.000   M2,   tangga l  d i te r b i t k an  Ser t i p i k a t    21  

Desember  1979   atas     nama ANANG ADENANSI  ,   dengan  

ukuran  dan batas - batas :

-  sebe lah  Utara  berba tas  dengan  tanah  M. Sabi r i n

-  sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan tanah  Ishak .

-  sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah   Maspah

-  sebe lah   Bara t  berba tas  dengan tanah  Surya .

4.   Bahwa  karena   orang  tua  Penggugat   te lah  meningga l  

dun ia   maka   tanah- tanah  te rsebu t  pada   pos i t a  no.3  
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ja tuh  menjad i  hak  para  ahl i  war i snya   ya i t u  Penggugat  

dan  ahl i  war i s  la i nnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

5. Bahwa  tanah- tanah  te rsebu t   sampai  sekarang  masih  

diga rap  dengan  diupahkan  kepada  orang  la i n ,   dan  

Karena  ada   keper l uan   untuk   d i  jua l   maka   untuk  

memast i kan   ukuran   dan    batas - batasnya  Penggugat  

mengajukan  permohonan   Pengecekan  Batas  ke  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Tanah  Laut  dengan  sura t  permohonan  

te r t angga l  29  Nopember  2010,    dan   o leh   Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Tanah  Laut   d i  Jawab  dengan  sura t  

no.18 /100 .2 / 2011   tangga l      Januar i  2011    ka lau  

ket i ga  (3 )  b idang  tanah   mi l i k  Penggugat  yakn i  SHM no.31  

,  SHM no.34 ,  SHM no.69   te l ah  diba ta l kan  dengan   Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  no.  SK  15/DJA/1987  

tangga l  28 Pebruar i  1987,   dengan  te lah  dinya takan  bata l  

Penggugat  sangat  te r ke j u t  ,    karena   pembata lan  ke  t i ga  

SHM mi l i k  orang  tua  Penggugat   tanpa   sepengetahuan  

orang  tua  Penggugat   dan  tanpa   sepengetahuan  Penggugat  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

6. Bahwa   pembata lan   te rhadap  1.  SHM   no.31    Gambar  

Si tuas i  no.140 /1979 ,   2.  SHM  no.34    Gambar  Si tuas i  

no.143 /1979 ,   3.  SHM no.69    Gambar  Si tuas i  no.153 /1979 ,  

sangat l ah  merug ikan   Penggugat   karena  t i dak  memenuhi  

procedura l    dan   secara  nyata   ber ten tangan  dengan  UU 
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no.5  tahun  1960  karena   menuru t    pasa l  18  menyatakan  

bi l amana   Negara  mau mengambi l   a l i h  tanah- tanah  ber  

ser t i p i k a t  hak  mi l i k  harus lah   memenuhi  prosedur   ya i t u  

dengan   cara  menggant i  rug i ,   karena   ka lau   benar  

diba ta l kan   semest i nya  sebe lum diba ta l kan   d ipenuh i  du lu  

syara t  p ihak  yak in i  pemi l i k   d ibe r i kan   gant i   rug i ,  

te tap i  kenya taannya   orang     tua     Penggugat  

(  H.ANANG ADENANSI)   dan  Penggugat  send i r i    ka lau  

tanah- tanah  mi l i k  orang  tua  Penggugat  te lah     d iambi l  

a l i h  dan  dikuasa i  Negara    semest i nya  d ibe r i kan   gant i  

rug i  ,   te tap i  fak tanya   t i dak  ada  dan  t i dak  pernah  

mendapat  gant i  rug i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa   ka lau  mel iha t  i s i  sura t  dar i  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  Tanah  Laut   a lasan   Tergugat  membata lkan  

karena   perun tukan  rencana  Pembangunan  Pabr i k  Gula  

Proyek  PIR/P lasma,  ser ta  pembangunan  daerah  pada  

umumnya,    prak t i k nya   Pabr i k  gu la   t i dak  ber ja l an  

dengan  baik   dan bahkan  tu tup   ,   dan khususnya   d i t anah  

mi l i k  Penggugat   t i dak  pernah  di tanam  pohon  tebu  atau  

tanaman  la i n  untuk  keper l uan   pabruk  gu la   dan   pada  

umumnya  di  atas  tanah   yang  diba ta l kan  juga  t i dak  ada  

pembangunan   apa- apa,    semest i nya   ka lau  benar  ada  

penataan  tanah- tanah   yang   d iba ta l kan ,   seharusnya  

dengan  di tu t up  pabr i k  gu la ,    Terguga t  dan   Pemer in tah  

Prop ins i   ataupun  Daerah   melakukan  pembenahan  dan  

memperhat i kan  tanah- tanah  yang   ser t i p i k a t n ya  d i  
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bata l kan   kenyataannya   Tergugat   t i dak  pernah  melakukan  

upaya  apa- apa   dan  menelan ta rkan  tanah- tanah  dengan  

t i dak  ber tanggung  jawab,   seh ingga   pembata lan  te rsebu t  

ada lah   menunjukkan   kesewenang- wenangan  Tergugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  Menuru t  Undang  -  Undang nomor  .5  tahun  1960  pasa l  

19  ayat  3   yang  berwenang  menerb i t kan  Ser t i p i k a t  ada lah  

Menter i  Agrar i a  ,   seharusnya   yang  membata lkan  ada lah  

Menter i  Agrar i a ,   te tap i   da lam  perkara  in  l i t i s  yang  

membata lkan   ada lah   Menter i   Dalam   Neger i ,   bera r t i  

sura t  keputusan  yang

di t e rb i t k an  oleh  Tergugat   te lah   melampaui  wewenang  

yang   semest inya  t i dak  d ibe r i kan  oleh  Undang- undang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa   karena   Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  adalah  akta  

auten t i k   yang  d ike lua r kan  o leh  Pejaba t  Tata  Usahan  

Negara ,   semest inya   ka lau   d inya takan   d iba ta l kan  yang  

berhak  untuk  membata lkan   ada lah    dengan   Keputusan  

Pengad i l an   Tata  Usaha  Negara  yang   mempunyai  kekuatan  

hukum te tap   sebaga imana  UU no.5  tahun  1986   ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   jo .  UU no.9  tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  5 Tahun  1986 

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  dengan  pembata lan  yang  di l akukan  oleh  Terguga t  

ada lah  menunjukkan  perbua tan  sep ihak ,   sewenang- wenang 

dan    t i dak  memenuhi  procedure  hukum   maka  t i ndakan  
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te rsebu t    ber ten tangan  dengan  hukum  ,   dengan  

di t e rb i t k annya   sura t  keputusan  Tergugat    sangat l ah  

merug ikan  kepent i ngan  Penggugat ,   o leh  karenanya  

berdasarkan  keten tuan      pasa l   53  ayat  1   Undang-

Undang  no.9  tahun  2004  ten tang  perubahan  atas  Undang-

undang  no.5  tahun  1986   ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,   Penggugat  dapat     dan berhak  untuk  mengajukan  

pembata lan  sura t  keputusan  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa sura t  keputusan   yang   d i t e rb i t k an  oleh  Tergugat  

berupa  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Republ i k  

Indones ia  No.15/DJA/1987  tangga l  28  Pebruar i  1987  

ten tang    pembata lan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k    nomor.31      Gambar  

Si tuas i  no.140 /1979   luas   130.909  M2,   tangga l  

d i t e rb i t k an  Ser t i p i k a t    21  Desember  1979   atas  

nama  ANANG  ADENANSI;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -    

2. Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k   nomor  .34    Gambar  Si tuas i  

no.143 /1979   luas   100.808   M2,   tangga l  d i t e r b i t k an  

Ser t i p i k a t    21  Desember  1979   atas     nama ANANG 

ADENANSI;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

3. Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k   Nomor.  69   Gambar  Si tuas i  
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no.153 /1979   luas   100.000   M2,   tangga l  d i t e r b i t k an  

Ser t i p i k a t    21  Desember  1979   atas     nama ANANG 

ADENANSI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Adalah  t i dak  sah   dan  cacad  hukum   maka   harus lah  

dinya takan  bata l  atau        t i dak  sah   karena  penerb i t annya  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku   dan     ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik  ,  sebaga imana  dimaksud  Undang- undang  

no.9  tahun  2004  ten tang   Perubahan  Atas  Undang- Undang  no.5  

tahun  1986  ten tang  Perad i l an   Tata  Usaha Negara  ,  pasa l  53  

ayat  2 huru f   (a )   dan (b )   berbuny i  :

Ayat  2  alasan- alasan  yang  dapat  d igunakan  da lam  gugatan  

sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (1 )   ada lah  :

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  ber ten tangan  

dengan perundang- undangan  yang  ber l aku ,  ya i t u   :

1.   Undang- undang   Nomor  5 Tahun 1960  pasa l   18 ten tang  

Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  Agrar i a “   Untuk  

kepent i ngan  Umum,  te rmasuk  kepent i ngan  bangsa  dan  

negara  ser ta  kepent i ngan  bersama dar i  rakya t ,  hak- hak  

atas  tanah  dapat  d icabu t ,  dengan  member ikan  gant i  

kerug ian  yang  layak  dan  menuru t  cara  yang  dian tu r  

dengan  Undang- undang  “   dan  UU Nomor  5  Tahun  1960 

pasa l  19  ayat  3  ten tang  Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  

Agrar i a ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - -

2. Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986   Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara   jo .  Undang- Undang Nomor  9   Tahun 

2004  ten tang  Perubahan  Undang- Undang   Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  Nomor 5 Tahun 1986;

(b ) Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik ,  ya i t u  anta ra  la i n    Tergugat   dalam 

mengeluarkan  sura t  keputusan  te rsebu t  t i dak  

memperhat i kan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Kepast i an  Hukum ya i t u   menuru t  Undang- undang  

Pokok  Agrar i a ,   apab i l a   ser t i p i k a t  hak  mi l i k  

d iba ta l kan   maka   waj ib   d ibe r i kan  gant i  rug i  

namun da lam perkara  in  l i t i s   Penggugat  t i dak  ada  

dan  t i dak  pernah  member ikan  gant i  rug i ,    dan  

menuru t  keten tuan  Hukum admin is t r a s i  Negara  yang  

berwenang  untuk  membata lkan   keputusan  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara    ada lah   Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara  ya i t u   Tergugat  

te l ah   melampaui  wewenang  yang  diber i kan  oleh  

Undang- undang  ,  semest i nya   ka lau   pembata lan  

Ser t i p i k a t   yang   membata lkan  ada lah  yang  
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berwenang   membuat  ser t i p i k a t  ya i t u   Menter i  

Agrar i a /  Badan  Per tanahan  ,   te tap i  da lam perkara  

in i  l i t i s   Tergugat  bukan lah  orang /badan  yang  

berwenang  membata lkan   ser t i p i k a t ,   seh ingga  

te rb i t n ya   sura t  keputusan  Tergugat  merusak  

ta tanan    admin is t r a s i  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Azas   Propors i ona l i t a s ,    bahwa  pembata lan  

ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Penggugat   t i dak  

memperhat i kan  has i l  guna  dan fungs i  guna  ,  mel iha t  

perun tukannya   ada lah  untuk  rencana   pabr i k  gu la  

proyek  PIR/P lasma,  te rnya ta   pabr i k   gula   t i dak  

ber j a l an   dan  tu tup   dan   pembata lan  te rsebu t  

t i dak  mel iha t   aspek- aspek  hukum,  soc ia l  dan  

kemasyaraka tan    ,  dan   pembata lan   ser t i p i k a t -

ser t i p i k a t   t i dak  ada  t i ndak  lan ju t   dan  

di te l an t a r kan   seh ingga   menimbulkan   kerug ian  

bag i   Penggugat  khususnya ,   karena  dengan  

pembata lan  te rsebu t   Penggugat   t i dak  dapat  

melakukan  t i ndakan   hukum  atas  tanah  mi l i knya  

send i r i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas ,  Penggugat  mohon 

kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta   Cq.  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  
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berkenan  memutuskan   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK SENGKETA :

Mengabulkan   gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  berupa   Sura t   Keputusan     Menter i       Dalam 

Neger i  Republ i k  Indones ia  no.  SK .15 /DJA/1987  tangga l  28  

Pebruar i  1987  ten tang  pembata lan  648  ser t i p i k a t  hak  atas  

tanah  te r l e t a k  di  Kecamatan  Bat i - bat i ,  Pela iha r i ,  Jorong  

dan  Tak isung  Kab.  Daerah  Tingka t  I I  Tanah  Laut ,  Prop ins i  

Daerah  Tingka t  I  Kal iman tan  Sela tan  ,  yang  di t e r b i t k an  

oleh  Tergugat    sepan jang   mengena i  pembata lan  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k    atas  nama   ANANG ADENANSI 

yakn i   :  

a.  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k   (SHM)  no.31    Gambar  

Si tuas i  no.140 /1979   luas   130.909  M2,   tangga l  

d i t e rb i t k an  Ser t i p i k a t    21  Desember  1979  tanah  

te r l e t a k   d i   Desa  Tambang  Ulang  Kecamatan  Bat i - bat i  

Kabupaten  Tanah  Laut  Prop ins i  Kal imantan  Sela tan  atas  

nama ANANG ADENANSI,   dengan ukuran  dan batas - batas  :

  - sebe lah  Utara    berba tas   dengan   Ja lan  

Banja rmas in  – Pela iha r i ;

  - sebe lah   Sela tan  berba tas  dengan  tanah  Anang  

Adenans i .

  - sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah   Simpo.

  - sebe lah  Bara t  berba tas  dengan  tanah  Ar i f i n  

Sur ian to .
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Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  (SHM)  no.34    Gambar  Si tuas i  

no.143 /1979   luas   100.808   M2,   tangga l  d i t e r b i t k an  

Ser t i p i k a t    21  Desember  1979,   tanah  te r l e t a k   d i  

Desa Tambang Ulang  Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  

Laut   Prop ins i   Kal iman tan   Sela tan   atas    nama 

ANANG   ADENANSI ,   dengan ukuran  dan batas - batas  :

- sebe lah  Utara  berba tas  dengan  tanah  Anang Adenans i .

-  sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan tanah  H.  Si rad

-  sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah  Simpo.

-  sebe lah   Bara t  berba tas  dengan  tanah  Haj i  

Masi tah .

c. Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  (SHM)  no.69    Gambar  Si tuas i  

no.153 /1979   luas   100.000   M2,   tangga l  d i te rb i t k an  

Ser t i p i k a t    21 Desember  1979,  tanah  te r l e t a k   d i   Desa 

Tambang Ulang  Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  

Prop ins i   Kal imantan   Sela tan   atas    nama   ANANG 

ADENANSI,   dengan ukuran  dan batas - batas  :  

- sebe lah  Utara  berba tas  dengan  tanah  M. Sabi r i n  

-  sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan  tanah  Ishak .

-  sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah   Maspah.

- sebe lah   Bara t  berba tas  dengan tanah  Surya .

3. Mewaj ibkan  kepada  Terguga t  untuk   mencabut  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara   yang  d i t e rb i t k an  oleh  

Tergugat   berupa   Sura t   Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  

Republ i k  Indones ia  no.15 /DJA/1987  tangga l  28  Pebruar i  

1987  ten tang  Pembata lan  648  Ser t i p i k a t  Hak  Atas  Tanah,  

Ter le t ak  d i  Kecamatan  Bat i - Bat i ,  Pela iha r i ,  Jorong ,  dan  

Disclaimer
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Tak isung ,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Tanah  Laut ,  

Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  Kal iman tan  Sela tan ,   sepan jang  

mengenai  pembata lan   Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k   atas  nama 

ANANG ADENANSI yakn i  :

a.  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k   (SHM)  no.31    Gambar  Si tuas i  

no.140 /1979   luas   130.909  M2,   tangga l  d i t e rb i t k an  

Ser t i p i k a t    21 Desember  1979  tanah  te r l e t a k   d i   Desa  

Tambang Ulang  Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  

Prop ins i    Kal imantan    Sela tan    atas    nama   ANANG 

ADENANSI ,   dengan ukuran  dan batas - batas  :

- sebe lah  Utara    berba tas   dengan   Ja lan  Banja rmas in  –  

Pela iha r i

- sebe lah   Sela tan  berba tas  dengan  tanah  Anang 

Adenans i .

- sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah   Simpo.

- sebe lah  Bara t  berba tas  dengan  tanah  Ar i f i n  Sur ian to .

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  (SHM)  no.34    Gambar  Si tuas i  

no.143 /1979   luas   100.808   M2,   tangga l  d i t e r b i t k an  

Ser t i p i k a t    21  Desember  1979,   tanah  te r l e t a k   d i  

Desa  Tambang Ulang  Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  

Laut   Prop ins i   Kal iman tan   Sela tan    atas     nama 

ANANG  ADENANSI,   dengan  ukuran  dan batas - batas :

- sebe lah  Utara  berba tas  dengan  tanah  Anang Adenans i .

- sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan tanah  H.  Si rad

- sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah  Simpo.

- sebe lah   Bara t  berba tas  dengan tanah  Haj i  Masi tah .

c. Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  (SHM)  no.69    Gambar  Si tuas i  

Halaman  17  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.
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no.153 /1979   luas   100.000   M2,   tangga l  d i t e r b i t k an  

Ser t i p i k a t    21 Desember  1979,  tanah  te r l e t a k   d i   Desa  

Tambang Ulang  Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  

Prop ins i   Kal iman tan   Sela tan   atas     nama  ANANG 

ADENANSI,   dengan  ukuran  dan batas - batas  :

- sebe lah  Utara  berba tas  dengan  tanah  M. Sabi r i n  

- sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan tanah  Ishak .

- sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah   Maspah

- sebe lah   Bara t  berba tas  dengan tanah  Surya .

4.  Membebankan  Tergugat  untuk    membayar  biaya  perkara  

dalam sengke ta  in i .   

Menimbang,  bahwa  pada  har i  s idang  yang  te lah  

di te t apkan ,  para  p ihak  yang  berperka ra  te l ah  datang  

menghadap  dipe rs i dangan ,  untuk  Penggugat  datang  menghadap  

send i r i  sedangkan  Terguga t  datang  menghadap  Kuasa nya  HENRY 

FIRDAUS,  SH,  S.  ADITYA WIJAYA,  SH,  SYELLI  NILA  KRESNA,  SH 

dan  WAHYU CHANDRA,  SH,  MH berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r tangga l  05  Apr i l  2011;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  te l ah  mengajukan  Jawaban te r t u l i s  pada  pers idangan  

tangga l  25  Apr i l  2011,  yang  is i nya  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  

Bahwa  Tergugat  menolak  se lu ruh  dal l - da l i l  Penggugat  

Disclaimer
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kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  secara  tegas  diaku i  da lam 

jawaban  in i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan Penggugat  Kadaluarsa  (Lewat  Waktu)

Bahwa  sete lah  Tergugat   membaca  subs tans i  gugatan ,  

senya tanya  Sura t  Keputusan  yang  d ike lua r kan  oleh  

Tergugat  pada  tahun  1987 dengan  Nomor  :  15/DJA/1987  

tangga l  28  Pebruar i  1987  te l ah  lampau  waktu  atau  

Kadaluarsa  seh ingga  t i dak  re levan  lag i  apab i l a  

Penggugat  masih  mengajukan  kebera tan  te rhadap  

penerb i t an  objek  gugatan  a  quo pada  saat  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa apab i l a  te rhadap  Penerb i t an  objek  gugatan  a quo  ada 

kebera tan  pada  waktu  i t u ,  dar i  Anang  Adenans i  se laku  

orang  tua  dar i  Penggugat          a  quo  sebaga imana  

dida l i l k a n  Penggugat  da lam gugatannya ,  seharusnya  te lah  

ada  proses  hukum,  dan  menyatakan  penerb i t an  objek  

gugatan  a  quo te l ah  melanggar  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  in  casu  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1960  ten tang  Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  Agrar i a .  

Senyatanya   pada  waktu  yang  te lah  di ten tukan  se jak  

di t e rb i t k annya  objek  gugatan  a  quo  t i dak  ada  kebera tan  

te rhadap  te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  

yang  dia jukan  oleh  Penggugat .  Maka  dapat  d inya takan  

gugatan  Penggugat  lewat  waktu  (kada lua rsa ) ;  - - - - - - -

Bahwa tenggang  waktu  yang  dia rgumentas i kan  Penggugat  da lam 

gugatannya   ada lah  tenggang  waktu  untuk  sura t  

Halaman  19  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.
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pember i t ahuan  dar i  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Tanah  Laut  nomor  18/100 .2 / I / 2 011  tanpa  tangga l  bu lan  

Januar i  2011,  per iha l  mohon  pengecekan  yang  di tu j u kan  

kepada  Penggugat ,  dan  bukan  objek  gugatan  a  quo  ya i t u  

sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  :  15/DJA/1987  tangga l  28  

Pebruar i  1987.  Sehingga  sangat  t i dak  bera lasan  hukum 

apab i l a  Penggugat  membenarkan  gugatannya  karena   t i dak  

memenuhi  tenggang  waktu  sebaga imana  keten tuan  pasa l  55  

Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad l i an  Tata  

Usaha  Negara ,  sementara  sebaga imana  d i j e l a s kan  dia tas  

hal  te rsebu t  je l as - je l as  ke l i r u ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Berdasarkan  penje lasan  te rsebu t  maka  sudah  se layaknya  

gugatan  Penggugat  di to l a k  atau  set i dak - t i daknya  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima .

Gugatan Kabur/Obscuur  Libelum

Bahwa  sete lah  Tergugat  membaca  dan  mempela ja r i  subs tans i  

gugatan ,  maka  dapat  d inya takan  gugatan  Penggugat  t i dak  

je l as / kabu r  karena  seharusnya  yang  di j ad i kan  objek  

sengketa  o leh  Penggugat  ada lah  Sura t  Pember i t ahuan  dar i  

Kepala  Kantor  Per tanahan  Kabupaten  Tanah  Laut  yang  

di tu j ukan  kepada   Penggugat  dengan  nomor  18/100 .2 / I / 2 011  

tanpa  tangga l  dengan  bulan  Januar i  2011,   per iha l  mohon 

pengecekan.  Di la i n  s is i  Penggugat  meminta  pembata lan  dan  

pencabutan  objek  gugatan  a quo  yang  penerb i t annya  je l as -

je l as  sudah  sah  menuru t  hukum.  Sehingga  t i dak  s ink ron  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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anta ra  alasan  dalam  pos i t a  gugatannya  yang  menyebutkan  

Sura t  Pember i t ahuan  dar i  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  Tanah  Laut  yang  di tu j u kan  kepada   Penggugat  

dengan  nomor  18/100 .2 / I / 2 011  tanpa  tangga l  dengan  bu lan  

Januar i  2011,  per iha l  mohon  pengecekan,  sedangkan  

pet i t umnya  meminta  pembata lan  dan  pencabutan   sura t  

Keputusan  Tergugat  nomor  15/DJA/1987  tangga l  28  Pebruar i  

1987  (ob jek  gugatan  a  quo) .  Akan  te tap i  Penggugat  da lam 

dal i l  gugatannya ,  berusaha  mengal i hkan  in t i  permasa lahan  

dengan  beru langka l i  mendal i l k an  Sura t  Keputusan  Tergugat  

Nomor  :  15/DJA/1987  tangga l  28  Pebruar i  1987  seo lah - o lah  

ada lah  benar - benar  ob jek  gugatan  yang  tepa t  da lam gugatan  

a  quo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  ha l  in i  hanya  semakin  membukt i kan  bahwa  Penggugat  

t i dak  menger t i  kapan  suatu  Keputusan  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  dapat  d i j ad i kan  objek  sengketa  di  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara .  Maka sangat  t i dak  berdasarkan  hukum apab i l a  

Penggugat  memaksakan  sura t  Keputusan  Tergugat  nomor  

15/DJA/1987  tangga l  28  Pebruar i  1987   sebaga i   ob jek  

gugatan  dalam  perkara   a  quo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  dapat  d inya takan  

t i dak  je l as / kabu r  karena  fak tanya  dan  seharusnya  sura t  

pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  la i n l ah  yang  seharusnya  

Halaman  21  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.
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menjad i  ob jek  gugatan  bukan  objek  gugatan  a  quo  yang  

dida l i l k an  dalam  gugatan  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  dapat  d inya takan  

gugatan  Penggugat   kabur  ( obscuur )  karena  t i dak  je l as  

disa tu  s is i  meminta  pembata lan  dan  pencabutan  sura t  

pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  satu  akan  te tap i  da lam 

permasa lahannya  yang  menjad i  dasar  gugatan  ada lah  sura t  

pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  la i n .  Maka  sudah  

se layaknya  gugatan  Penggugat  di to l ak  atau  dinya takan  

t i dak  di te r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Gugatan Para  Penggugat  Error  in  Subjecto

Bahwa  sete lah  Tergugat  I I  mempela ja r i  dan  mencermat i  

gugatan  Penggugat ,  te rnya ta  gugatan  Penggugat  Erro r  in  

Subjec to ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   gugatan  Penggugat  er ro r  in  Subjec to  karena  dalam 

gugatan  Penggugat  mencantumkan  dan  memasukkan  Menter i  

Dalam  Neger i  sebaga i  p ihak  dalam  perkara  in i  merupakan  

kesa lahan  dan  keke l i r u an ,  karena  secara  de  fac to  Sejak  

Tahun  1988  sampai  dengan  saat  in i  keberadaan  dan  

kedudukan  Menter i  Dalam  Neger i  t i dak  lag i  mengatu r  

masalah  admin is t r a s i  per tanahan ,  dimana  Berdasarkan  Pasa l  

37  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  Keputusan  Pres iden  Nomor  26  

Tahun  1998  ten tang  Badan  Per tanahan  Nasiona l  d isebu tkan  

bahwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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(1 ) . Terh i t ung  se jak  tangga l  pe lan t i k an  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  se lu ruh  pegawai ,  keuangan,  dan  

per lengkapan  Di rek to ra t  Jendera l  Agrar i a  Depar temen  

Dalam  Neger i  d ia l i h kan  kepada  Badan  Per tanahan  

Nasiona l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) . Dengan  te rben tuknya  Organ isas i  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  secara  te r i n c i  berdasarkan  Keputusan  Pres iden  

in i ,  keten tuan  ten tang  Organ isas i  Depar temen  Dalam 

Neger i  yang  berka i t an  dengan  bidang  keagra r i aan  

sebaga imana  di te t apkan  da lam Keputusan  Pres iden  Nomor  

15  Tahun  1984  yang  te lah  beberapa  ka l i  d i rubah ,  

te rakh i r  dengan  Keputusan  Pres iden  Nomor  36 Tahun  1987  

beser ta  pera tu ran  pelaksanaannya  dinya takan  t i dak  

ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Hal  in i  menje laskan  bahwa,  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

in  casu  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Tanah  Laut  

Prov ins i  Kal iman tan  Sela tan ,   secara  mandi r i  d ibe r i  

wewenang  untuk  mengatur  per tanahan  diw i l a yah  

Kabupaten  Tanah  Laut  Prov ins i  Kal imantan  Sela tan ,  

te rmasuk  pengatu ran  berkas - berkas  admin is t r a t i f  yang  

berka i t an  dengan  per tanahan  sebe lum  dan  sesudah  

dike lua rkannya  Keputusan  Pres iden  Nomor  26 Tahun 1988.  

Maka  berdasarkan  hal  te rsebu t  apab i l a  Penggugat  

Halaman  23  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.
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mendal i l k an  Tergugat   layak  diguga t  d i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negar a Jakar ta  ha l  in i  menjad i  t i dak  re levan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum  dia tas  seharusnya  

Penggugat  mengetahu i  keberadaan  suatu  ins t i t u s i  yang  

kewenangannya  mengatu r  secara  khusus  ten tang  

per tanahan  in  casu  Kantor  Per tanahan  Kabupaten  Tanah  

Laut  Prov ins i  Kal imantan  Sela tan .  Karena  senya tanya  

proses  penerb i t an  Sura t  Keputusan  yang  di te r b i t k an  

oleh  Terguga t  saat  in i  keberadaannya  dapat  d i t e l u su r i  

d i  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Tanah  Laut  Prov ins i  

Kal iman tan  Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa akan  te tap i  Penggugat  jus t r u  t i dak  mel iba t kan  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Tanah  Laut  Prov ins i  Kal iman tan  

Sela tan  sebaga i  p ihak  yang  berwenang  mengenai  per tanahan  

secara  substan t i f  dan  admin is t r a t i f  da lam perkara  a quo.  

Sehingga  berdasarkan  ha l  in i  dapat  d inya takan  bahwa 

gugatan  Penggugat  Erro r  in  

Subjec to . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang  te rmuat  da lam bag ian  ekseps i ,  juga  merupakan  

bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  pokok  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  menolak  dengan  tegas  se lu ruh  dal i l - da l i l  

Penggugat  da lam  gugatannya ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t   menolak  dal i l   Penggugat  pada  halaman  3 

angka  1 yang  in t i n ya  menyatakan  bahwa  gugatan  sudah  

dia jukan  sesua i  dengan  tenggang  waktu  yang  di ten tukan  

dalam  keten tuan  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara .  Senyatanya  

Penggugat   te l ah  melampaui  tenggang  waktu  yang  

di ten tukan  te rsebu t  karena  objek  gugatan  a  quo  

di te rb i t k an  pada  tangga l  28  Pebruar i  1987.   Penggugat  

juga  je l as - je l as  t i dak  menolak  objek  gugatan  a  quo  

memang di te r b i t k an  pada  tangga l  te rsebu t .  Maka  menjad i  

sangat  aneh  apab i l a  Penggugat  menyadar i  tangga l  

penerb i t an  objek  gugatan  a  quo  te tap i  te tap  menyatakan  

gugatan  masih  memenuhi  tenggang  waktu  yang  di t en tukan  

untuk  mengajukan  gugatan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar t a  sebaga imana  keten tuan  Pasal  55  Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara .  

Sehingga  dal i l  Penggugat  mengena i  tenggang  waktu  in i  

harus lah  di to l ak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  menolak  dal i l  Penggugat  ha laman  5 angka  5,6  

dan  7  ,  yang  in t i n ya  menyatakan  seo lah - o lah  Penggugat  

te lah  melanggar  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku  dalam  menerb i t kan  ob jek  gugatan  a  quo.  

Senyatanya  Tergugat  te lah  memenuhi  prosedur  yang  

Halaman  25  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.
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di t e t apkan  dalam menerb i t kan  objek  gugatan  a quo  sesua i  

dengan  keten tuan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  

ten tang  Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  Agrar i a  dan  

keten tuan - keten tuan  pendukungnya .  Sementara  di l i h a t  dar i  

aspek  kewenangan  pada  saat  i t u ,  Menter i  Dalam  Neger i  

mempunya i  kewenangan  atas  penerb i t an  objek  gugatan  a 

quo.  Hal  in i  dengan  mel iha t  kedudukan  Di rek to ra t  

Jendera l  Agrar i a  yang  berada  dibawah  Kementer i an  Dalam 

Neger i ,  dan  member ikan  pos is i   Tergugat  untuk  memi l i k i  

kewenangan  atas  pengatu ran  tanah- tanah  diw i l a yah  

Indones ia .  Jus t ru  yang  menjad i  per tanyaan  pada  Tergugat  

ada lah  Tergugat  t i dak  yak in  apakah  orang tua  Penggugat  

benar - benar  t i dak  mener ima  gant i  rug i  atas  tanah  dalam 

perkara  a  quo.  Karena  fak tanya  Penggugat  t i dak  

mengetahu i  per i s t i wa  yang  sebenarnya  saat  penerb i t an  

objek  gugatan          a  quo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  menolak  dal i l  Penggugat  ha laman  5  angka  8 

karena  je l as - je l as  Penggugat  juga  te l ah  sa lah  membaca 

Pasal  Pasa l  19 ayat  (3 )  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1960  

ten tang  Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  Agrar i a ,  karena  

dalam keten tuan   a quo  t i dak  d ia tu r  mengena i  kewenangan  

penerb i t an  ser t i f i k a t  ada  pada  Menter i  Agrar i a .  Akan  

te tap i  keten tuan  te rsebu t  berbuny i  : ”  Pendaf ta ran  tanah  

dise lenggarakan  dengan  menginga t  keadaan  Negara  dan  

masyaraka t ,  keper l uan  la l u - l i n t a s  sos ia l  ekonomi  ser ta  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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kemungk inan  penye lenggaraannya ,  menuru t  per t imbangan  

Menter i  Agrar i a . ”  Bukan  penerb i t an  ser t i f i k a t  o leh  

Menter i  Agrar i a .  Dan  pengatu ran  ten tang  penerb i t an  

ser t i f i k a t  be lum  ada  da lam  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  in i .  Sehingga  dal i l  Penggugat  

mengenai  ha l  in i  harus lah  di to l a k ;

Bahwa Terguga t  lag i - lag i  menolak  dal i l  Penggugat  halaman  5  

angka  9,  yang  mendal i l k an ,  ”Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  adalah  

akta  auten t i k  yang  dike lua rkan  oleh  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara , ”   fak tanya  penerb i t an  Ser t i f i k a t  sebaga i  suatu  

akta  auten t i k  yang  dike lua rkan  oleh  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  baru  dia tu r  da lam  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  16 

Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah.  Sehingga  t i dak l ah  

tepa t  pos is i  Tergugat  saat  in i  dengan  penerb i t an  objek  

gugatan  a  quo  pada  waktu  sebaga i  p ihak  yang  diguga t  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  menolak  dal i l  gugatan  Penggugat  ha laman  5 

angka  11,  karena  seka l i  lag i  Tergugat  tegaskan  bahwa 

Tergugat   te l ah  memenuhi  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  te rmasuk  pember ian  gant i  rug i  

kepada  pihak - pihak  yang  berhak .  Sehingga  t i dak l ah  tepa t  

apab i l a  Tergugat  melanggar  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  memohon  kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  

mengesampingkan  da l i l - da l i l  Penggugat  se leb ihnya  yang  

Halaman  27  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.
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t i dak  re levan  untuk  dipe r t imbangkan ;  -   

Berdasarkan  se lu ruh  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  Tergugat  

memohon  agar  Maje l i s  Hakim  memutus  dengan  amar  sebaga i  

ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI

Mener ima  ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya ;

Menolak  gugatan  Penggugat  atau  menyatakan  gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ( nie t  onvantke l i k j  

verk l aa rd ) ;  

DALAM POKOK PERKARA

Menolak  gugatan   Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

Menghukum   Penggugat  untuk  membayar  semua  biaya  yang  

t imbu l  da lam perkara  in i ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  j awaban Tergugat ,  Penggugat  

te l ah  mengajukan  Repl i k  pada  pers i dangan  tangga l  02  Mei  

2011 dan  untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  in i ,  maka is i  

se lengkapnya  dar i  Repl i k  te r sebu t  cukup  di tun j uk  pada  

Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  Repl i k  Penggugat  te r sebu t ,  

p ihak  Terguga t  te l ah  mengajukan  Dupl i k  pada  pers idangan  

tangga l  09  Mei  2011  dan  untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  

in i ,  maka  is i  se lengkapnya  dar i  Dupl i k  te rsebu t  cukup  

di tun j uk  pada  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  te r t u l i s  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  te lah  dimate ra i kan  dengan  

cukup  dan  te lah  dicocokan  dengan  as l i n ya ,  d ibe r i  tanda  P – 

1  sampai  dengan  P  –  5,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  P – 1 : Sura t  dar i  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Tanah  Laut  nomor  

18/100 .2 / I / 2 011  per iha l  mohon  Pengecekan  

di t u j u kan  kepada  Anang  Rosad i   Adenans i  

(Penggugat )  (  sesua i  dengan as l i ) ;

 2. Bukt i  P – 2 :    SHM nomor  31  Sura t  Ukur  nomor  

140/1979  atas  nama  Anang  Adenans i  (sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. Bukt i  P – 3 :  SHM nomor  34  Sura t  Ukur  nomor  

143/1979  atas  nama  Anang  Adenans i ,  (sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P – 4 : SHM nomor  69  Sura t  Ukur  nomor  

153/1979  atas  nama  Anang  Adenans i  (sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P – 5 : Sal i nan  Putusan  /  Penetapan  

Pengad i l an  Agama  Banja rmas in  nomor  

197/PDT.P/2007 /PA.BJM  tangga l  05  Januar i  

2008,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Halaman  29  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.
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Menimbang,  bahwa  pihak  Tergugat  t i dak  mengajukan  

bukt i  te r t u l i s  meskipun  te l ah  d iber i  kesempatan  secara  

patu t ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pihak  Penggugat  te lah  mengajukan  1 

(sa tu )  orang  saks i  fak ta ,  bernama :

                               DARMANSYAH S

Yang menerangkan  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  saks i  ada lah  pens iunan  Pegawai  Neger i  Sip i l  

sebaga i  Kepala  Seks i  Pendaf ta ran  Tanah pada Kanto r  Sub 

Di rek to ra t  Agrar i a  Kabupaten  Dat i  I I  Tanah  Laut  d i  

Pla iha r i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa saks i  mengetahu i  ket i ga  Ser t i f i k a t  (Ob jek  gugatan)  

dan diaku i ;  - - - -

Bahwa  saks i  t i dak  iku t  memproses  ket i ga  Ser t i f i k a t  

(Ob jek  gugatan)  te tap i  menandatangan inya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  saks i  pens iun  tahun  1989,  yang  menandatangan i  

Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan Per tanahan  Nasiona l  karena  

pada  waktu  i t u  ada  perubahan  nama  dar i  Di rek to ra t  

menjad i  Kanto r  Wi layah ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  akh i rnya  Pihak  Penggugat  dan 

Tergugat   te lah  mengajukan  kes impu lannya  pada  pers i dangan  

tangga l  07 Jun i   2010 ;  - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  da lam 

pers idangan  se lama  pemer iksaan  perkara  in i  ber langsung  

sebaga imana  te l ah  te rcan tum  pada  ber i t a  acara  pemer iksaan  

pers i apan  dan  ber i t a  acara  pers idangan ,  dianggap  te l ah  

te rmuat  dan  merupakan  satu  kesatuan  dalam  putusan  

in i ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  para  pihak  yang  

berperka ra  mohon  putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,   bahwa maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

yang  te lah  diperba i k i  da lam  pemer iksaan  pers iapan  ada lah  

sebaga imana  te ru ra i  pada duduknya  sengketa  te rsebu t  d i  atas  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatan  Penggugat ,  ob jek  

sengketa  yang  d imohonkan  untuk  dinya takan  bata l  atau  t i dak  

sah  ada lah  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  RI  Nomor  :  

SK.15/DJA/1987  tangga l  28  Februar i  1987  ten tang  Pembata lan  

648  ser t i p i k a t  hak  atas  tanah  te r l e t a k  di  Kecamatan  Bat i -

bat i  Pela iha r i ,  Jorong  dan  Tak isung  Kab.  Daerah  Tingka t  I I  

Tanah  Laut ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  Kal iman tan  Sela tan  

yang  di t e r b i t k an  o leh  Tergugat  sepan jang  mengena i  

pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  atas  nama ANANG ADENANSI  

yakn i :  

Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  31 Gambar  Si tuas i  Nomor  140/1979  

luas  130.909  M2,  tangga l  d i t e r b i t k an  ser t i p i k a t  21  

Halaman  31  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.
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Desember  1979,  tanah  te r l e t a k  d i  Desa  Tambang  Ulang  

Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  Prop ins i  

Kal imantan  Sela tan  atas  nama  ANANG ADENANSI,  dengan  

ukuran  dan batas - batas  :  

-  sebe lah  Utara  berba tas  dengan  Ja lan  Banja rmas in  –  

Pela iha r i  ;

-  sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan tanah  Anang Adenans i  ;

-  sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah  Simpo ;

-  sebe lah  Bara t  berba tas  dengan  tanah  Ar i f i n  Sur ian to  ;

Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  Nomor  34 Gambar  Si tuas i  Nomor  143/1979  

luas  100.808  M2,  tangga l  d i t e r b i t k an  ser t i p i k a t  21  

Desember  1979,  tanah  te r l e t a k  d i  Desa  Tambang  Ulang  

Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  Prop ins i  

Kal imantan  Sela tan  atas  nama  ANANG ADENANSI,  dengan  

ukuran  dan batas - batas  :  

-  sebe lah  Utara  berba tas  dengan  tanah  Anang Adenans i  ;

-  sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan tanah  H.  Si rad  ;

-  sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah  Simpo ;

-  sebe lah  Bara t  berba tas  dengan  tanah  Haj i  Masi tah  ;

c.   Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  69  Gambar  Si tuas i  Nomor  

153/1979  luas  100.000  M2,  tangga l  d i te rb i t k an  ser t i p i k a t  

21  Desember  1979,  tanah  te r l e t a k  di  Desa  Tambang  Ulang  

Kecamatan  Bat i - bat i  Kabupaten  Tanah  Laut  Prop ins i  

Kal imantan  Sela tan  atas  nama  ANANG ADENANSI,  dengan  

ukuran  dan batas - batas  :  

-  sebe lah  Utara  berba tas  dengan  tanah  H.  Sabi r i n  ;

-  sebe lah  Sela tan  berba tas  dengan tanah  Ishak  ;

-  sebe lah  Timur  berba tas  dengan  tanah  Maspah ;
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-  sebe lah  Bara t  berba tas  dengan  tanah  Surya  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat   te l ah  mengajukan  Jawaban   te r t angga l  25  Apr i l  

2011 yang  memuat  sanggahan  dalam ekseps i  dan  pokok  

perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa dengan  te rdapa tnya  Jawaban  Tergugat  

yang  bers i f a t  ekseps i  maka  sebe lum  Maje l i s  Hakim 

memper t imbangkan  pokok  perkara  (se lan j u t nya  disebu t  Pokok  

Sengketa )  te r l eb i h  dahu lu  akan  mempert imbangkan  ekseps i -

ekseps i  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

Menimbang,   bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te r sebu t ,  

Tergugat   te l ah  mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  

ber i s i  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  Kabur  /  Obscuur  l i be l um  ;

Gugatan  Erro r  in  sub jec to  ;

Gugatan  kada luarsa  ( l ewat  waktu )  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Ekseps i - ekseps i  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim te r l eb i h  dahu lu  akan  memper t imbangkan  Ekseps i  

kedua,  ten tang  "  Apakah  benar  gugatan  Penggugat  Erro r  in  

sub jec to  atau  Penggugat  te l ah  sa lah  dalam menentukan  Subjek  

Tergugat  da lam  Gugatan  a  quo”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa  untuk  menel i t i  apakah  benar  ob jek  

sengketa  gugatan  d i  atas  di te r b i t k an  Terguga t  atau  t i dak ,  

Halaman  33  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.
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maka  da lam  tahapan  pemer iksaan  pers iapan  perkara  a- quo,  

Maje l i s  Hakim te lah  memer in tahkan  Terguga t  untuk  mengajukan  

objek  sengke ta  dimaksud  dalam  fo rum  acara  pemer iksaan  

pers i apan  guna  ke je l asan  gugatan  Penggugat ,  menginga t  

Penggugat  t i dak  mempero lehnya ,  dan  hanya  mengetahu i  adanya  

sura t  Terguga t  d imaksud  dar i  Sura t  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  Tanah  Laut  Nomor  18/100 .2 / I / 2 011  tangga l  kosong  

bulan  Januar i  2011  (Buk t i  P- 1  dihubungkan  dengan  

ser t i p i k a t - ser t i p i k a t  pada  bukt i  P- 2,  P- 3  dan  P-

4)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  pen je l asan  Tergugat  pada  acara  

Pemer iksaan  Pers iapan ,  menyatakan  bahwa,  Kantor  Kementer i an  

Dalam  Neger i / I n cassu  Tergugat ,  se jak  te rb i t n ya  Keputusan  

Pres iden  Nomor  26  Tahun  1988  ten tang  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  te lah  mel impahkan  sega la  urusan  kewenangannya  di  

b idang  agrar i a  kepada  ins tans i  Badan  Per tanahan  Nasiona l ,  

seh ingga  t i dak  dapat  mengajukan  prabuk t i  objek  sengketa  

sebaga imana  dimaksud  da lam  gugatan  Penggugat  karena  

ars ipnya  te l ah  bera l i h  pada  kanto r  Badan  Per tanahan  

Nasiona l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  menel i t i  

keten tuan  dalam  Keputusan  Pres iden  Nomor  26  Tahun  1988  

ten tang  Badan  Per tanahan  Nasiona l ,  te rnya ta  benar  bahwa 

kewenangan  Menter i  Dalam  Neger i  d i  b idang  agra r i a  te lah  

bera l i h  pada  Badan  Per tanahan  Nasiona l  o leh  karena  i t u ,  

Maje l i s  Hakim  dalam  tahapan  Pemer iksaan  Pers iapan  

menyarankan  pada  Penggugat  meskipun  dalam per iode  te rsebu t  
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objek  sengke ta  di te rb i t k an  oleh  Menter i  Dalam Neger i  namun 

karena   kewenangannya  te lah  bera l i h  pada  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l ,  maka  disa rankan  pada  Penggugat  untuk  

merubah  sub jek  Tergugat  dar i  Menter i  Dalam Neger i  menjad i  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  atau  set i daknya  

menambahkan  sub jek  Terguga t  dengan  mencantumkan  juga  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  sebaga i  sub jek  Tergugat  karena  

pada  gugatan  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  sesua i  

keten tuan  Pasa l  1 angka  12 Undang- Undang  RI  Nomor  51  Tahun  

2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  bahwa yang  

menjad i  Tergugat  adalah  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  yang  mengeluarkan  keputusan  berdasarkan  wewenang  

yang  ada  padanya  atau  yang  di l impahkan  kepadanya  yang  

diguga t  o leh  orang  atau  badan  hukum 

perda ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa leb ih  lan ju t ,  da lam acara  Pemer iksaan  

Pers iapan  Maje l i s  Hakim  te l ah  menyampaikan  pada  pihak  

Penggugat ,  bahwa  eksekus i  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  eksekus i  admin i s t r a t i f  yang  d i l aksanakan  

Tergugat  i t u  send i r i  (v i de  Pasal  116 Undang- Undang Nomor  51  

Tahun  2009  ber i ku t  pen je l asan )  karenanya  t i dak l ah  mungk in  

putusan  dalam perkara  a- quo  akan  dapat  d ieksekus i  Tergugat  

karena  kewenangannya  d i  b idang  agrar i a  te lah  bera l i h  pada  

Badan Per tanahan  Nasiona l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

Menimbang,   bahwa  te rnya ta ,  Penggugat  te tap  

memper tahankan  sub jek  Terguga tnya  sebaga imana  dalam gugatan  

Halaman  35  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.
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a- quo ya i t u  Menter i  Dalam Neger i  ; - - -

Menimbang,   bahwa  dengan  menunjuk  kese lu ruhan  

per t imbangan  di  atas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa 

gugatan  Penggugat  te l ah  sa lah  sub jek  karena  seharusnya  yang  

menjad i  sub jek  Terguga t  da lam  gugatan  a- quo  ada lah  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l ,  karenanya  alasan  ekseps i  

Tergugat  yang  menyatakan  bahwa gugatan  Penggugat  Erro r  in  

sub jec to  atau  Penggugat  te l ah  sa lah  dalam menentukan  Subjek  

Tergugat  da lam  Gugatan  a  quo  harus lah  dinya takan  

di te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  ekseps i  Tergugat  mengenai  

gugatan  Penggugat  Erro r  in  sub jec to  atau  Penggugat  te lah  

sa lah  da lam menentukan  Subjek  Terguga t  da lam Gugatan  a quo  

te l ah  dinya takan   d i te r ima  maka ekseps i - ekseps i  se leb ihnya  

dan pokok  sengketa  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  lag i  ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  ekseps i  Tergugat  te lah  

dinya takan  di te r ima  maka pokok  sengketa  dalam  perkara  in i  

t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  dan  gugatan  Penggugat  harus lah  

dinya takan  t i dak  d i t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa mengena i  bukt i  para  pihak  se leb ihnya  

sete lah  dipe r t imbangkan  te rnya ta  t i dak  re levan   dengan 

putusan  in i   akan  te tap i  te tap  di l amp i r kan  dan menjad i  satu  

kesatuan  dalam berkas  perkara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  gugatan  Penggugat  dinya takan  

t i dak  d i t e r ima ,  maka Penggugat  dinya takan  sebaga i  p ihak  

yang  ka lah  dan  dihukum untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

Disclaimer
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besarnya  akan  d i t en tukan  dalam  amar  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t  :

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  te rakh i r  dengan  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  kedua  atas  

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ser ta  pera tu ran - pera tu ran  hukum  la i nnya  yang  berka i t an  

dengan  sengketa  in i  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

DALAM EKSEPSI  :

Mener ima  Ekseps i  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Penggugat  te l ah  sa lah  menentukan  Subjek  Tergugat  

( Erro r  in  

sub jec to )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK SENGKETA ;        

  Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  di te r ima  (N ie t  

onvanke l i j k e  

verk l aa rd )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  in i  yang  

Halaman  37  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperh i t ungkan  sebesar  Rp.  234.000 , -  (Dua  ra tus  t i ga  

puluh  empat  r i bu  rup iah ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  dipu tuskan  dalam  rapa t  musyawara h  Maje l i s  

Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada har i  Kamis ,  

tangga l  16  Jun i   2011 o leh  kami  ANDRI  MOSEPA,  SH,  MH 

sebaga i  Ketua ,  BONNYARTI  KALA LANDE,  SH,  MH dan  R.  BASUKI  

SANTOSO,  SH,  MH masing - masing  sebaga i  Hakim  Anggota .  

Putusan  in i  d iucapkan  dalam s idang  yang  te rbuka  untuk  umum 

pada  har i  Selasa ,  tangga l  21  Jun i  2011 oleh  Maje l i s  Hakim 

te rsebu t  d ia tas ,  dengan  diban tu  oleh  NINIK  SULISTYANINGSIH,  

SH  sebaga i  Pani te ra  Penggant i  ser ta  dihad i r i  o leh  pihak  

Penggugat  dan Kuasa Tergugat  .

  

KETUA MAJELIS,          

HAKIM ANGGOTA,

  
ANDRI MOSEPA, SH,  MH.

BONNYARTI KALA LANDE, SH. ,  MH.
     

R.  BASUKI SANTOSO, SH. ,  MH.

                                               PANITERA 

PENGGANTI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

                                            NINIK 

SULISTYANINGSIH,  SH.

Per inc i an  biaya  :
Pendaf ta ran  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rp.  
30.000 , -
ATK 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - Rp.       50.000 , -
Panggi l an  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Rp.     140.000 , -
Metera i  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp.         6.000 , -
Redaks i  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Rp.          5.000 , -
Leges  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -                                                                                            Rp.             3.000 , -  
Jumlah  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Rp.     234.000 , -

                           (dua  ra tus  t i ga  puluh  empat  r i bu  
rup iah ) , -

Halaman  39  dar i  39  ha l aman  Putu s an  Nomor  :  48 /G/2011 / PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39


